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Menimbang : a. bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;

b. bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat,
pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan
daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya
dan adat istiadat masyarakat.

c. bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi tidak dapat lagi menampung
tuntutan perkembangan dan orientasi transmigrasi;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a, b, dan c dipandang perlu
mengatur kembali perihal ketransmigrasian dalam suatu
undang-undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN.

BAB I…
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan transmigrasi.

2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah
Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman
Transmigrasi.

3. Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang
berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi
atau Lokasi Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan
Pemerintah.

4. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial
yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi
untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

5. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang
ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung
pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang
berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

6. Satuan Kawasan Pengembangan adalah suatu kawasan yang terdiri
atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya
merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.

7. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau
bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukan bagi tempat
tinggal dan tempat usaha transmigran.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
ketransmigrasian.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH

Pasal 2

Penyelenggara transmigrasi berasaskan:

a. kepeloporan;…
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a. kepeloporan;

b. kesukarelaan;

c. kemandirian;

d. kekeluargaan;

e. keterpaduan; dan

f. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan
pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan
dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan
mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi
dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran
penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
perwujudan integrasi masyarakat.

BAB III
JENIS TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRAN

Bagian Kesatu
Jenis Transmigrasi

Pasal 6

(1) Jenis transmigrasi terdiri atas Transmigrasi Umum, Transmigrasi
Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

(2) Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan melalui pola usaha pokok.

Pasal 7…
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Pasal 7

Transmigrasi Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 8

(1) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah
bekerja sama dengan Badan Usaha.

(2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
bertindak selaku penanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi
sekaligus sebagai pihak yang mewakili kepentingan transmigran.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin
kemitraan usaha dengan transmigran.

(4) Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlangsung setara, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

(5) Ketentuan tentang kerja sama dan kemitraan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang
bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja
sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan Usaha atas arahan,
layanan, dan bantuan Pemerintah.

(2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan melalui kerja sama
dengan Badan Usaha, hak dan kewajiban masing-masing serta cara
pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara
transmigran dan Badan Usaha.

Bagian Kedua
Transmigran

Pasal 10.

(1) Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ikut serta sebagai
transmigran.

(2) Keikutsertaan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

(3) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota
keluarganya.

(4) Untuk...
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(4) Untuk kepentingan tertentu, Pemerintah dapat menetapkan
pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(5) Ketentuan tentang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan pengeculian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Penduduk di wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi
Permukiman Transmigrasi dapat memperoleh perlakuan sebagai
transmigrasi.

Pasal 12

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 10 ayat (1), transmigran pada
Transmigrasi Umum diutamakan bagi penduduk yang berasal dari:

a. wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan/atau
terbatas lapangan kerja yang tersedia dan/atau merupakan lahan
kritis;

b. daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan;

c. perambah hutan dan peladang berpindah; dan

d. wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan
bagi kepentingan umum.

Pasal 13

(1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak untuk memperoleh
bantuan dari Pemerintah berupa:

a. informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang
usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi;

b. pendidikan dan pelatihan persiapan, perbekalan, dan pelayanan
pengangkutan ke lokasi tujuan;

c. lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan
status hak milik;

d. sarana produksi dan/atau sarana usaha;

e. sanitasi dan sarana air bersih;

f. catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau
mendapat penghasilan;

g. bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha;

h. fasilitas...


